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PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 4§ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 41 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor
HK.02.02/1/3915/2020 tentang  Petunjuk  Teknis
Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bantuan Uang
Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), bagi
Pemerintah Daerah yang mendapat Dana Bantuan
Pemerintah dan sudah menetapkan Perubahan APBD
untuk mengakomodir dana bantuan tersebut dapat
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam

LRA;
b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Menteri dalam
. Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah disebutkan bahwa BLUD diberikan
fleksibelitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan untuk menyesuaikan perubahan belanja dan
pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA;

¢. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan
dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19),
perlu dilakukan peningkatan kemampuan pelayanan
Rumah Sakit, salah satunya melalui dukungan
kelengkapan peralatan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Metro Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020,
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Mengingal

o)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 entang Pajak
Bumi dan Bangunan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 12 Tabhun 1999 lenlang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan,
Kabupaten Dati [1 Lampung Timur dan Kotamadya Dati
I1 Metro {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 |lenlang
Penyvelenggaraan Negara vang DBersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 14999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomeor 4286);

Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomaor 4301]);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 (entang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelclaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 33 Tabhun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencansa
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembuaran Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebapgimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah bxberapa kali rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Jndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang
Admimistras: Pemerintahan [Lembaran Negara Repulik
[ndonesta 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum,
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentane
Sistem [nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinab
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614},

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 lenlang
Pengelolaan WUang Negara/Dacrah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 lenlang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 rentang
Pendanaan Pendidikan (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah MNomor 5§ Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partar Polivk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemernntah Nomor 69 Tahun 2010 lentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 lentang
Pengelolaan Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedorman Pembinaan dan Pengawasan Penvelengarasn
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomaor 604 1),

Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 2017 tlentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwalkilan Rokval Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomorb0a7);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tahun 2019 Numor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

Peraturan Pemerintah Nomaor |3 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluas: Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomeor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6323),
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 enang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Newars
Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Persturan Mentleri Dalam Negeri Neenor 13 Tabwan 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Kewangan  Daerah
schagaimana telah diubabh  beberspa kali rerakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 21
Tahun 201! {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahan 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dart Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menler
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20712
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Dacrah (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7541,

Peraturan Menter Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Beriis
Negara Republik Indenesia Tauhiun 2015 Nomeor 23001
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter)
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 12 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomoaor
5471

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Dadan Layanan Umum Dacrab (Berila Negara
Republik Indonesia Tabhun 2018 Nomor 213);

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 33 Tabun 20549
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapalan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negert Noemor 64 Tahun 20020
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kota Melro Nomor 24 Tahun 20106
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kata Metro (Lembaran Dacrah Kota Mcetre Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Melio
Nomor 24} scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor © Tahun 2014
{Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Dacrab Kota Metro Nomor 9):
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47. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2020
rentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran [, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraruran Walikota ini

& Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kota Metro.

B Ditetapkan di Metro
! pada tanggal [9 NOWRMBEE 2020

| Sohdmis oo /{L | WALIKOTA METRO,

) W ..E.%.:-_,-.--...m prni AC PMR]H
. Diundangkan di Metro
pada tanggal (g povertgel 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 48,



